	II. HUKUM PENGANGKUTAN LAUT



TATAP MUKA KULIAH IV

PENCARTERAN KAPAL (453-465 KUHD)

· Adalah penggunaan/pengoperasian kapal milik orang lain yang sudah diperlengkapi dengan alat perlengapan kapal beserta pelautnya yang siap menjalankan kapal sesuai instruksi pencarter.

· Pengertian carter kapal berbeda dengan menyewa kapal. Perbedaan ini terletak dari unsur pelautnya, pada pencerteran kapal penyediaan lengkap dengan pelautnya, sedang dalam penyewaan kapal, penyediaan kapal tanpa pelaut.

· Carter Kapal adalah suatu perjanjian timbal balik antara tercarter dan pencarter dengan mana tercarter mengikatkan diri untuk menyediakan kapal lengkap dengan perlengkapan kapal serta pelautnya unttuk kepentingan pencarter, dan pencerter mengikatkan diri untuk membayar uang carter. 

· Menurut pasal 453 KUHD ada dua macam carter kapal :

1. Carter Menurut Perjalanan :  Suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak tercarter mengikatkan diri untuk menyediakan sebagian/sebuah/beberapa buah kapal tertentu kepada pihak pencarter dengan maksud untuk digunakan mengangkut orang atau barang dalam satu perjalanan/ lebih dengan pembayaran uang carter yang dihitung berdasarkan beberapa kali perjalanan/trayek kapal digunakan (pasal 460 KUHD).

2. Carter Menurut Waktu : Suatu perjanjian timbal balik dimana pihak tercarter mengikatkan diri untuk dalam jangka waktu tertentu menyediakan sebagian atau sebuah atau beberapa buah kapal tertentu kepada pihak pencarter untuk dioperasikan dengan pembayaran jumlah uang carter yang dihitung menurut lamanya pengoperasian (pasal 453(2))

· Perbedaan kedua macam carter ini terletak pada perhitungan uang carter, Pada carter menurut waktu. Uang carter ditentukan berdasarkan atas jumlah waktu yang dipergunakan untuk mengoperasikan kapal. Sedangkan carter menurut perjalanan, jumlah uang carter ditentukan berdasarkan atas beberapa kali perjalanan/ trayek kapal dioperasikan

· Perjanjian carter kapal bersifat konsensual, artinya perjanjian carter kapal sudah ada, tidak perlu tertulis bila ada konsensus mengenai kapal dan uang carter beserta syarat syaratnya.

· Dalam dunia perniagaan international ada kelaziman bentuk standard kontrak dalam carter yang disebut carter party. Melalui The Baltic and White Sea Conference disepakati bentuk seragam suatu perjanjian carter yaitu Uniform General Charter yang telah diperbaiki pada tahun 1922 oleh The Documentary Council of The Baltic and White Sea Conference

· Pasal 456 KUHD berbunyi : dengan pemindahtanganan sebuah kapal, maka perjanjian carter kapal yang sebelumnya telah ditutup oleh pemilik lama tidak putus karenanya. (perjanjian carter mempunyai hak kebendaan)

· Carter Party dapat berbentuk atas nama atau atas pengganti. Dengan tertulis kepada pengganti maka pemindahan hak kepada orang lain dilakukan dengan jalan endossemen dan penyerahan surat carter party tersebut. Tetapi pada prakteknya adalah atas nama karena pencerter terikat pada perjanjian carter, sedang pemindahannya dilakukan dengan cara cessie, yang baru sah apabila disetujui oleh debitur dalam hal ini tercarter (psl 457 KUHD).

· Kewajiban tercarter (pasal 460 KUHD) : Memelihara kapal dengan sebaik baiknya, melengkapi kapal dengan alat perlengkapan yang baik, memperlengkapi kapal dengan pelaut yang cakap. Sedang kewajiban pencarter adalah membayar uang carter.

· Penghentian Perjanjian carter kapal dapat terjadi karena :

1. Perjanjian barakhir, bila kapal musnah (pasal 462 (1)KUHD)

2. Bila kapal hilang, perjanjian carter berakhir pada saat penerimaan kabar terakhir tentang kapal tersebut (pasal 462(1)KUHD)

3. Bila kapal tidak dapat dipakai akibat adanya kerusakan, tidak diperlengkapi alat perlengkapan yang cukup, maka selama kapal itu tidak dipakai uang carter tidak perlu dibayar (pasal 462(2)KUHD)

4. Apabila uang carter tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis (pasal 463 KUHD)

5. Karena suatu tindakan pemerintah/waktu perang yang menjadi penghalang pelaksanaan carter kapal (pasal 464 KUHD)

KETENTUAN UMUM PENGANGKUTAN LAUT

· Peraturan hukum yang mengatur pengangkutan barang melalui laut adalah sbb:

1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang(KUHD)

2. The Hague Rules 1924 (The Brussel Convention) “International Convention for Unification of Certain Rules of law Relating to Bills of Lading”

3. The Visby Rules 1968 (konvensi amandemen dari beberapa ketentuan Hague Rules)

4. The Hamburg Rules 1978, “The United Nations Convention on the Carriege of Goods by Sea”
· Hukum pengangkutan laut adalah segala aturan yang mengatur lalulintas mengenai pengangkutan melalui penyeberangan laut. Pengangkutan di laut ini mengandung dua kelompok, yaitu hukum pengangkutan barang dan hukum pegangkutan orang.

· Fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna & nilai

· Pengangkut adalah (pasal 466 jo 521 KUHD) Barang siapa yang baik dengan perjanjian carter menurut perjalanan atau menurut waktu atau perjanjian jenis lain mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang/orang yang seluruh atau sebagiannya melalui lautan.

· Menurut Hague Rules 1924 yang dimaksud pengangkut adalah pemilik kapal atau pencarter kapal yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pemilik barang.

· Menurut Pasal 466 & 521 KUHD Pengusaha kapal atau pengangkut dapat mengusai kapal dengan cara : 

1. Menutup Perjanjian Carter menurut Waktu 

Perjanjian Carter menurut Perjalanan

Menutup Perjanjian pengangkutan dengan kapal jurusan tetap

Menutup perjanjian pengangkutan dengan kapal pengangkut barang potongan.

· Kewajiban pengangkut (pasal 468(1) adalah menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang atau orang yang diangkut mulai diterimanya dari pengirim sampai diserahkan kepada penerima.

· Adapun mengenai tanggung jawab pengangkut (pasal 468(2)KUHD) adalah :

1. Wajib mengganti kerugian pengirim apabila barang yang diangkutnya tidak dapat diserahkan/rusak

2. Tetapi pengangkut tidak wajib ganti kerugian pengirim bila barang tidak dapat diserahkan yang disebabkan : Suatu malapetaka yang tidak dapat dihindarkan (overmacht), Sifat/keadaan/cacat dari barang itu sendiri, Suatu kelalaian/kesalahan pengirim itu sendiri.

1. Pasal 468(3), pengangkut juga bertanggung jawab terhadap : Segala perbuatan mereka yang dipekerjakan bagi kepentingan pengangkut & segala barang/alat yang dipakainya untuk menyelenggarakan pengangkutan.

· Pembatasan tanggung Jawab Pengangkut (pasal 470 KUHD), pengangkut itu tidak bebas untuk membatasi tanggung jawabnya sebagaimana ditetapkan pasal 468 KUHD dengan cara memberikan syarat syarat dalam perjanjian pengangkutan, konosemen ataupun carter party. Adapun pembatasan pembatasan tanggung jawab pengangkut adalah sbb :

1. Melarang kapada pengangkut memperjanjikan untuk tidak bertanggung jawab sama sekali atau hanya bertanggung jawab sampai batas harga tertentu bagi kerugian yang disebabkan karena (pasal 470(1)KUHD)

· Kurang diusahakan pemeliharaan/perlengkapan & peranakbuahan terhadap kapal.

· Kurang diusahakan kemampuan kapal untuk menyelenggarakan pengangkutan sesuai perjanjian

· Salah memperlakukan/penjagaan terhadap barang yang diangkut

-    Janji janji tersebut diatas adalah batal.

2. Pasal 470(2) KUHD memperkenankan pengangkut memperjanjikan bahwa dia tidak akan bertanggung jawab lebih dari jumlah tertentu untuk sepotong barang yang diangkut, kecuali kalau kepadanya telah diberitahukan tentang sifat & harga barang tersebut sebelum atau pada waktu barang diterima.

Mengenai batasan-batasan tanggungjawab diatur dalam konvensi-konvensi internasional sbb:

1. Hague Rules 1924
: 100 Poundsterling per Package/unit (art 4.5) kecuali sifat&harga diberitahukan dan dicantumkan dalam B/L atau dengan perjanjian lain (boleh lebih tapi tidak boleh kurang)

2. Visby Rules 1968     : 100.000 Francs per package/unit.

3. Hamburg Rules 1978   : 835 UoA per package atau 2,5 UoA per kg. 1 UoA/special drawing right(SDR) yang nilainya ditetapkan IMF 1 UoA = 1$

4. KUHD = 600 gulden

3. Pasal 470(3) Memperkenankan pengangkut memperjanjikan bahwa dia tidak akan memberi ganti rugi bila sifat dan harga barang dengan sengaja diberitahukan secara keliru.

· Pasal 468 KUHD menyebutkan mengenai tanggung jawab pengangkut, yaitu pada saat penerimaan sampai pada saat penyerahan barang. Jadi tanggung jawab pengangkut tidak hanya selama barang berada dalam kapal, tetapi juga sebelum dimuat atau sesudah dibongkar dari kapal(pada intinya barang masih dalam kekuasaan pengangkut). 

· Kalau karena keadaan setempat kapal tidak atau tidak dalam jangka waktu sepatutnya dapat mencapai tempat tujuan terakhir, maka  wajiblah pengangkut atas biaya sendiri mengusahakan membawa barang barang yang diangkut ketempat tujuan terakhir dengan menggunakan kapal kecil atau dengan cara lain.

· Tetapi bilamana telah diperjanjikan bahwa pengangkut tidak usah mengangkut lebih jauh daripada tempat yang dianggap aman untuk berlabuh, maka pengangkut berhak menyerahkan barang muatan itu ditempat paling dekat daripada tempat tujuan.

· Barang muatan yang sudah sampai tujuan terakhir, maka perlu dikontrol apakah barang yang akan diserahkan kepada penerima jumlah, besarnya & beratnya sama dengan yang disebut dalam konosemen. Yang dilakukan oleh petugas survey. Hasil perhitungan akan mengikat kedua belah pihak kecuali terbukti terdapat kekeliruan/kesalahan (pasal 481 KUHD).

· Jika pada waktu barang muatan diserahkan kepada penerima tidak diadakan pengawasan & pemeriksaan seperti dalam (pasal 481 KUHD), maka harus dianggap bahwa barang telah diserahkan kepada penerima barang dengan tidak ada kerusakan/ kekurangan. 

· Bila kekurangan atau kerusakan dapat dilihat dari luar, maka pada saat barang diterima, penerima barang segera memberitahukan secara tertulis kepada pengangkut. Tetapi Bila kerusakan/kekurangan tidak dapat dilihat dari luar, maka penerima hanya dalam 2 hari sejak hari diterimanya untuk menyelidiki tentang kerusakan atau kekurangan. Kalau ternyata ditemukan kekurangan/kerusakan dalam jangka waktu penyelidikan, maka penerima barang harus memberitahu kepada pengangkut selambat lambatnya hari ke 3 sejak penerimaan barang

· Terhadap tuntutan hukum untuk mendapat ganti kerugian harus diajukan sebelum lampau waktu satu tahun sejak barang itu diserahkan/ sedianya diserahkan kepada penerima (pasal 487 KUHD)

· Uang angkut dapat dibayarkan baik oleh pengirim atau penerima barang. Pengangkut berhak meminta pembayaran uang angkut tetapi tidak mempunyai hak retensi untuk menahan barang sebagai jaminan dari pembayaran uang angkut (pasal 493 KUHD)

· Bila penerima barang tidak mengambil barang, maka pengangkut dapat menyimpan barang dalam gudang pelabuhan atas tanggungan penerima barang/pengirim (pasal 495 KUHD)

· Pengangkut dapat menuntut jaminan dari pengirim/penerima barang bahwa uang angkut pasti akan dibayar. Kalau barang sudah diserahkan kepada penerima barang tanpa jaminan atas uang angkut, si pengangkut masih dibarikan hak untuk meminta pensitaan barang yang sudah diserahkan kepada pengadilan negeri setempat.

· Penerima barang dilarang untuk membebaskan diri dari kewajiban membayar uang angkut dengan cara melepaskan hak atas barang yang sedianya akan diserahkan kepadanya (pasal 502 KUHD)

· Kebalikannya, pengangkut dapat menuntut ganti rugi kepada pengirim apabila kerugian pengangkut disebabkan sifat barang yang diangkut yang kepadanya telah diberikan keterangan yang keliru (psl 479 KUHD) 

